
SALIN AN 

Menimbang 

Mengingat 

GUBERNUR PAPUA BARAT 

PERATURAN DAERAH PROVINS! PAPUA BARAT 
NOMOR 1 TAHUN 2023 

TENTANG 

MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PAPUA BARAT, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 

Bagi Provinsi Papua clan Pasal 27 ayat (4) Peraturan 

Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan 
Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus 

Provinsi Papua, perlu membentuk Peraturan Daerah 

Provinsi tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian 

Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, 
Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang 
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Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 

1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya 

Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, 

Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota 

Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3960); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2001 ten tang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 

Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6697); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan (Lembaran Negera Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 
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Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 
Negara Republik 

245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6477); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 
MAnajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
6264); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang 
Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan 

Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730); 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 157); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT 

dan 

GUBERNUR PAPUA BARAT 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG MANAJEMEN APARATUR 
SIPIL NEGARA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat. 

3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat. 

4. Dewan Perwakilan Ralryat Papua Barat yang selanjutnya disingkat 
DPRPB adalah lembaga perwakilan daerah Provinsi Papua Barat yang 

berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah Provinsi Papua Barat. 

5. Majelis Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat MRPB adalah 

representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang 
tertentu dalarn rangka pelindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan 
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pada penghormatan terhadap Adat dan budaya, 

perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup 
beragama. 

6. Provinsi Papua adalah provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua 

yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

7. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang 
berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di 

Provinsi Papua dan/ atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP 

oleh Masyarakat Adat Papua. 

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 
yang bekerja pada instansi pemerintah. 

9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN 

adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 

kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi 

tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki 
jabatan pemerintahan. 

11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat 

PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 

yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu 

dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 

12. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai 

ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari 

intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 
13. Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai 

Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan 

terintegrasi dengan berbasis teknologi. 

14. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompokjabatan tinggi pada instansi 

pemerintah. 

15. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan 

Pimpinan Tinggi. 

16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 

tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi 
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pemerintahan dan pembangunan. 

17. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan 

Administrasi pada instansi pemerintah. 

18. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 
keahlian dan keterampilan tertentu. 

19. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 
melaksanak:an proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian 
Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

20. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai 
kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Instansi 

Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
21. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah. 

22. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah 
nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan 

lembaga nonstruktural. 

23. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah 

kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan 

perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 

24. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan 

pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan 

tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal 

usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. 

Pasal2 

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: 

a. jenis, status, dan kedudukan; 
b. fungsi, tugas, dan peran; 

c. pangkat dan jabatan ASN; 

d. hak dan kewajiban ASN; 
e. Manajemen ASN; dan 

f. seleksi formasi calon ASN. 
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BAB II 

JENIS, STATUS, DAN KEDUDUKAN 

Bagian Kesatu 

Jenis 

Pasal 3 

Pegawai ASN terdiri atas: 

a. PNS; dan 

b. PPPK. 

Bagian Kedua 

Status 

Pasal 4 

(1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Pegawai 

ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian clan memiliki nomor incluk pegawai secara nasional. 

(2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan Pegawai 

ASN yang cliangkat sebagai pegawai clengan perjanjian kerja oleh Pejabat 

Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah 

Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

Bagian Ketiga 

Kecluclukan 

Pasal 5 

Pegawai ASN berkecludukan sebagai unsur aparatur negara. 

Pasal 6 

(1) Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpman 
Instansi Pemerintah. 

(2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan 

clan partai politik. 
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BAB III 

FUNGSI, TUGAS, DAN PERAN 

Bagian Kesatu 

Fungsi 

Pasal 7 

Pegawai ASN berfungsi sebagai: 

a. pelaksana kebijakan publik; 

b. pelayan publik; clan 

c. perekat clan pemersatu bangsa. 

Bagian Kedua 

Togas 

Pasal 8 

Pegawai ASN bertugas: 

a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan 
c. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Bagian Ketiga 

Pe ran 

Pasal 9 

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, clan pengawas 
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional 

melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas 

dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan 

nepotisme. 
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BAB IV 

HAK DAN KEWAJIBAN 

Bagian Kesatu 

Hak PNS 

Pasal 10 

PNS berhak memperoleh: 

a. gaji, tunjangan, dan fasilitas; 

b. cuti; 

c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; 

d. perlindungan; dan 

e. pengembangan kompetensi. 

Bagian Kedua 
Hak PPPK 

Pasal 11 

( 1) PPPK berhak memperoleh: 

a. gaji, tunjangan, dan fasilitas; 

b. cuti; 

c. perlindungan; clan 

d. pengembangan kompetensi. 

(2) Jika terdapat keterbatasan dalam hal pengembangan kompetensi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, prioritas yang diberikan 

memperhatikan hasil penilaian kinerja PPPK yang bersangkutan. 

Bagian Ketiga 
Kewajiban Pegawai ASN 

Pasal 12 

Pegawai ASN wajib: 

a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 

pemerintah yang sah; 

b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; 

c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang 
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berwenang; 

d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; 
e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, 

kesadaran, dan tanggung jawab; 

f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan 

dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar 

kedinasan; 

g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia 

jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

BABV 

MANAJEMEN ASN 

Pasal 13 

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus, Pemerintah Daerah Provinsi 

Papua Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi Kewenangan 

Khusus dalam bidang: 

a. pendidikan dan kebudayaan; 
b. kesehatan; 

c. sosial; 

d. perekonomian; 

e. kependudukan dan ketenagakerjaan; dan 

f. pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup. 

Pasal 14 

(1) Dalam rangka melaksanakan Kewenangan Khusus sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat 

memiliki kekhususan dalam manajemen ASN. 

(2) Pemerintah Daerah Provinsi Papua menetapkan kebijakan kepegawaian 

provinsi dengan berpedoman pada norma, standar, dan prosedur 

menyelenggaraan manajemen ASN. 

(3) Dalam hal penetapan kebijakan kepegawaian provinsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tidak dapat terpenuhi, Pemerintah Daerah 

Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat 
menetapkan kebijakan kepegawaian sesuai dengan kebutuhan dan 

kepentingan daerah. 
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Pasal 15 

(1) Bupati/Wali Kota menyampaikan usulan kebutuhan ASN melalui 

dan/ atau dikoordinasikan oleh Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat 

di daerah. 

(2) Pengusulan kebutuhan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi 

Papua Barat disampaikan oleh Gubernur. 

(3) Pengusulan kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clan 

ayat (2) memperhatikan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan 

analisis jabatan dan analisis beban kerja potensi clan arah pembangunan 

serta kemampuan keuangan daerah. 

(4) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi menetapkan 

kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah 

dilakukan verifikasi dan validasi. 

Pasal 16 

(1) Gubernur dalam mengusulkan kebutuhan, melaksanakan penenmaan, 
dan/ atau pengangkatan ASN dalam jabatan tertentu mengutamakan 

OAP. 

(2) Pengutamaan ASN OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dimungkinkan 60% (enam puluh persen) dan/ a tau paling banyak 80% 

(delapan puluh persen). 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk 

jabatan yang membutuhkan kompetensi khusus. 

(4) Penyusunan kebutuhan, melaksanakan penerimaan, 

pengangkatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun sejak peraturan ini ditetapkan. 

Pasal 17 

(1) Gubernur mempromosikan OAP untuk berkarier pada lembaga 
pemerintah tingkat nasional sesuai pengalaman, kompetensi, dan bidang 
keahliannya. 

(2) Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan pemerintah daerah 

kabupaten/kota melaksanakan dan mengembangkan program 

pendidikan unggulan di dalam dan/ atau luar negeri dalam rangka 

menghasilkan ASN dari unsur OAP yang memiliki kualifikasi clan 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dilakukan 

dan/atau 



- 12 - 

secara terbuka clan kompetitif. 

Pasal 18 

Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dalam pengembangan pegawai ASN 

Papua memiliki kewenangan: 

a. memfasilitasi clan mengawasi alokasi clan pemindahan pegawai ASN 

potensial antar daerah kabupaten/kota clan dari kabupaten/kota ke 

Provinsi Papua Barat. 

b. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka 

mengutamakan OAP dalam pengangkatan Hakim dan/atau Jaksa, 
TNI/Polri, ASN, dan pembinaan karier di instansi Pernerintah Pusat sesuai 

dengan kompetensi dan keahliannya; 

c. melarang mutasi tenaga kesehatan ke jabatan di luar bidang kesehatan; 

d. melarang mutasi tenaga kependidikan ke jabatan di luar bidang 
pendidikan; 

e. meningkatan kualitas clan kompetensi ASN; 

f. meningkatkan kapasitas pemerintahan Distrik melalui pemberian tugas 
pembantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat ke Distrik; 

g. mengembangkan program dan kegiatan serta pembiayaan tugas 
pembantuan melalui Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; clan 

h. menata struktur dan tata kerja pemerintah Distrik sesuai kriteria tipelogi 
clan berdasarkan karakteristik berbasis Adat dan ekosistem. 

BAB VI 
SELEKSI FORMASI CALON ASN 

Pasal 19 

Seleksi formasi calon ASN dilaksanakan dengan persentase formasi sebagai 
berikut: 

a. Pemerintah Provinsi: 

1. 20% (dua puluh persen) nonOAP yang lulus murni, terdiri dari: 

a) 15% (lima belas persen) bagi Pelamar nonOAP yang lahir besar 

di Provinsi Papua Barat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik, Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar 

sarnpai dengan ljasah terakhir; dan 

b) 5% (lima persen) bagi pelamar nonOAP dengan Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik Nasional. 

2. 80% (delapan puluh persen) bagi pelamar OAP, terdiri dari: 

a) 30% (tiga puluh persen) bagi Pelamar OAP yang lulus murni 
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baik dari dalam dan Luar Provinsi Papua Barat; 

b) 20% (dua puluh persen) bagi pelamar OAP yang berasal dari 

Ibu Kota Provinsi Papua Barat; dan 

c) 30% (tiga puluh persen) bagi pelamar OAP dari 

Kabupaten/Kota Lainnya di Provinsi Papua Barat. 

b. Pemerintah Kota Sorong: 

1. 30% (tiga puluh persen) bagi pelamar nonOAP yang lulus murni, 

terdiri dari: 

a) 20% (dua puluh persen) bagi pelamar nonOAP yang lahir besar 

di Provinsi Papua Barat dan/ atau Provinsi Papua yang 

dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Akta 

Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, 

Sekolah Menengah Atas, Sarjana dan/ atau Magister; dan 

b) 10% (sepuluh persen) bagi pelamar nonOAP dengan Kartu 

Tanda Penduduk Elektronik Nasional. 

2. 70% (tujuh puluh persen) bagi pelamar OAP, terdiri dari: 

a) 50% (lima puluh persen) bagi pelamar OAP yang berasal dari 

Kota Sorang; dan 

b) 20% bagi pelamar OAP baik suku asli di Kata Sarong maupun 

dari luar Kota Sorong. 

c. Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten 

Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk 

Wondama, Kabupaten Sarong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten 

Maybrat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Kaimana, Kabupaten 

Fakfak dan Kabupaten Raja Ampat, sebagai berikut: 

1. 20% (dua puluh persen) nonOAP, terdiri dari: 

a) 15% (lima belas persen) bagi pelamar nonOAP yang lahir besar 

di Provinsi Papua Barat dan/ a tau Papua yang dibuktikan 

dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Akta Kelahiran, 

Ijazah Sekalah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan 

Ijazah Sekolah Menengah Atas; dan 

b) 5% (lima persen) bagi pelamar nonOAP dengan Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik Nasional. 

2. 80% (delapan puluh persen) bagi pelamar OAP, terdiri dari: 

a) 50% (lima puluh persen) bagi pelamar OAP, yang berasal dari 

dalam kabupaten/kota; dan 

b) 30% (tiga puluh persen) bagi pelamar OAP baik suku asli di 

Kabupaten/Kota maupun dari luar Kabupaten/Kota. 
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BAB VII 

SYARAT MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 

Pasal 20 

(1) Syarat menjadi CPNS bagi OAP di Provinsi Papua Barat sebagai 
berikut: 

a. berusia paling tinggi 35 tahun; 

b. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat; 

c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

cl. berdomisili paling singkat 10 tahun di Provinsi Papua Barat 

yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; 

e. mengikuti seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar, dan 

Seleksi Kompetensi Bidang; 

f. tidak pernah dipidana clengan piclana penjara lima tahun atau 

lebih; clan 

g. tidak pernah dipenjara karena kasus kesusilaan, korupsi, 
narkoba, clan makar. 

(2) Seleksi Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang 
dilakukan menggunakan Computer Asissted Test. 

(3) Nilai akhir aclalah hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar dan 

Seleksi Kompetensi Biclang. 

Pasal 21 

Terhadap 512 tenaga honorer berdasarkan Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 222 

Tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Di Lingkungan 
Pemerintah Provinisi Papua Barat menjadi Aparatur Sipil Negara, 

diangkat menjacli PPPK setelah lulus seleksi. 

Pasal 22 

(1) Dalam hal kebutuhan Pemerintahan Daerah, PNS dapat 
diperpanjang masa pensiun sampai clengan usia 65 tahun untuk 

jabatan fungsional jenjang utama. 

(2) Perpanjangan masa pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
clitetapkan oleh Keputusan Gubernur. 
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BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 23 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua 
Barat. 

Ditetapkan di Manokwari 

pada tanggal 13 Januari 2023 

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT 

PAULUS WATERPAUW 

Diudangkan di Manokwari 

pada tanggal 13 Januari 2023 

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINS! PAPUA BARAT 

DANCE SANGKEK 

LEMBARAN DAERAH PROVINS! PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 23. 

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT: (1-23/2023). 

Salinan yang sah sesuai aslinya, 

Plt. Kepala Biro Hukum 

Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M. 
Pembina Tingkat I (VI/b) 

NIP. 196607051992012002 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINS! PAPUA BARAT 

NOMOR 23 TAHUN 2022 

TENTANG 

MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA 

I. UMUM 

Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum 

dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, diperlukan ASN yang profesional, bebas dari 

intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, 
mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu 
menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Tujuan nasional seperti tercantum dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Manajemen Aparatur 

Sipil Negara lahir ntuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang­ 
Undang Nomor 21 Tahun 2001 ten tang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 

Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 

Papua dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 

tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi 

Khusus Provinsi Papua, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi 

tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, dan dengan memprioritaskan 
OAP. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Huruf a 



Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 
Pasal 3 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Pasal4 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 7 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 
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Cukup jelas. 
Huruf c 

Cukup jelas. 
Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 
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Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Ayat (1) 
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Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Hurufb 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 
Huruf g 

Cukup jelas. 

Hurufh 

Cukup jelas. 
Pasal 19 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 
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Pasal 20 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Hurufb 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas, 
Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 21 
Cukup jelas. 

Pasa122 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINS! PAPUA BARAT NOMOR 131. 

Salinan yang sah sesuai aslinya, 
Plt.K�� um 

Dorsinta R. L. Hutab t, S.H., M.M. 
Pembina Tingk I (VI/b) 

NIP. 196607051 92012002 


